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ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tindak pidana lalu lintas yang melibatkan anak di
bawah umur yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga berdampak pada masa depan pelaku.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan restorative justice dalam
penanganan tindak pidana lalu lintas dengan pelaku anak di Polres Mojokerto serta kendala yang
dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan
pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di Polres Mojokerto dilakukan dengan
mengutamakan musyawarah antara korban, pelaku, dan keluarga dengan tujuan pemulihan
keadaan semula serta menghindari dampak negatif pemidanaan bagi anak. Namun,
pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai
konsep restorative justice, adanya tekanan emosional dari pihak korban, serta keterbatasan sumber
daya aparat dalam memfasilitasi proses mediasi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa
restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis bagi anak,
tetapi membutuhkan dukungan regulasi, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas aparat.

Kata kunci: Anak, Lalu Lintas, Restorative Justice, Tindak Pidana

ABSTRACT

This study was motivated by the increase in traffic crimes involving minors, which not only harm the
victims but also impact the future of the perpetrators. The research question in this study is how
restorative justice is applied in handling traffic crimes involving minors at the Mojokerto Police
Station and the obstacles encountered in its application. The research method used was empirical
juridical with a qualitative approach through interviews, observations, and document studies. The
results showed that the application of restorative justice at the Mojokerto Police Station was carried
out by prioritizing deliberations between the victims, perpetrators, and families with the aim of
restoring the original situation and avoiding the negative impacts of punishment on children.
However, its implementation still faces obstacles in the form of a lack of public understanding of the
concept of restorative justice, emotional pressure from the victims, and limited resources of the
authorities in facilitating the mediation process. The conclusion of the study confirms that restorative
justice can be a more humane alternative for resolving cases involving children, but it requires
regulatory support, socialization, and capacity building of the authorities.

Keywords: Children, Traffic, Restorative Justice, Criminal Offenses

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana anak telah mengalami pergeseran paradigma seiring
meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam proses hukum.
Salah satu pendekatan yang kini banyak diadopsi sebagai alternatif dari sistem peradilan
retributif adalah restorative justice atau keadilan restoratif. Dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6 Keadilan restorative diartikan
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sebagai metode penyelesaian perkara pidana dengan cara melibatkan pelaku, korban,
keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, guna secara
bersama mencari solusi yang adil. Hal ini tentunya akan berdampak signifikan apabila
perkara tersebut melibatkan anak dalam kasusnya.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 butir

1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa
anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun
tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan
dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), prinsip-prinsip keadilan restoratif telah diakomodasi
dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin
perlindungan dan rehabilitasi anak pelaku tindak pidana, serta mendorong penyelesaian
perkara yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Oleh karena itu, kajian
mengenai manfaat restorative justice dalam pidana anak menjadi penting untuk terus
dikembangkan

sebagai landasan kebijakan hukum yang lebih humanis dan berkelanjutan.Tindak
pidana lalu lintas merupakan salah satu jenis pelanggaran hukum yang paling sering terjadi
di masyarakat, dan dampaknya tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga korban serta
lingkungan sekitar. Kasus-kasus kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian dalam berlalu lintas
(Faida, Ucuk S, & Widodo, 2023) seringkali menimbulkan kerugian materiil maupun non-
materiil, termasuk luka-luka ringan hingga berat bagi korban (Albuquerque, 2024). Pada
tingkat yang lebih kompleks, banyak kasus yang melibatkan pelaku anak di bawah umur,
yang mana tidak hanya berdampak pada korban tetapi juga pada masa depan pelaku itu
sendiri.

Polres Mojokerto sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab atas
wilayah hukum Mojokerto, juga menghadapi tantangan dalam menangani kasus-kasus
tindak pidana lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Data statistik menunjukkan

bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur cukup signifikan di
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wilayah ini, baik itu sebagai pelaku maupun korban. Meskipun upaya penegakan hukum
terus dilakukan, keberhasilan dalam mengurangi angka kecelakaan serta memberikan efek
jera yang positif terhadap pelaku anak masih menjadi tantangan yang perlu dicari solusinya
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan
Restorative justice dalam menangani tindak pidana lalu lintas yang melibatkan anak di
bawah umur di wilayah hukum Polres Mojokerto. Fokus utama dari penelitian ini adalah
untuk mengevaluasi seberapa efektif penerapan Restorative justice dalam mengurangi
tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, serta dampaknya terhadap pelaku,
korban, dan masyarakat secara umum. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji sejauh
mana penerapan Restorative justice dapat memberikan solusi yang lebih adil, edukatif, dan

rehabilitatif, tanpa merusak masa depan anak yang terlibat dalam tindak pidana..

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian hukum empiris (empirical legal research/empirisch
juridisch onderzoek/empirische juristische recherché||) . (Soetandyo, 2010) menyebut
Penelitian hukum empiris sebagai penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian sosio legal
tidak sekedar mengkaji hukum sebagai preskripsi-preskripsi secara letterlijk, tapi juga
dianalisis sebagai kekuatan sosiopolitis yang memiliki susunan terstruktur baik dalam
organisasi penegak hukum, proses, dan dalam konteks sosio-kulturalnya (studi penelitian
tentang text incontext).

Hasil penelitian ini dapat berupa imperativa dapat juga bersifat formal. Penelitian
nondoktrinal atas hukum bisa memunculkan adanya teori-teori baru terkait keberadaan dan
fungsi hukum dalam masyarakat, beserta perubahan- perubahan yang bisa terjadi dalam
proses perubahan sosial.

Peneliti menggunakan jenis penelitian ini untuk mengkaji keberlakuan peraturan
terkait restorstive justice terhadap tindak pidana umum. Proses bekerjanya hukum dalam
kehidupan masyarakat menjadi objek utama yang dituju penelitian ini. Pengkajian hukum

(rechtsbeoefening) dimulai dengan melakukan telaah hukum positif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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1. Penerapan Restorative justice dalam menangani tindak pidana lalu lintas yang

dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Mojokerto

Dalam praktiknya, penegakan hukum secara formal yang dilakukan aparat kepolisian
masih menghadapi berbagai kendala. Proses hukum yang konvensional kerap memakan
waktu lama, membutuhkan biaya besar, dan tidak selalu memberikan dampak signifikan
terhadap pelaku, termasuk tidak menimbulkan efek jera. Sementara itu, korban sering kali
tidak memperoleh pemulihan hak, baik secara materiil maupun imateriil. Dalam konteks ini,
pendekatan Restorative justice dipandang sebagai alternatif yang lebih relevan karena
melibatkan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan
perkara secara damai dan adil .

Di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota, kasus kecelakaan lalu lintas dengan
kategori sedang dan berat tidak selalu diselesaikan melalui pengadilan. Berdasarkan
pernyataan Informan 1 dalam penelitian., pendekatan diskresi berhasil diterapkan dalam
penyelesaian perkara melalui musyawarah antara pelaku dan korban. Proses ini diawali
dengan adanya itikad baik dari pelaku atau keluarganya untuk meminta maaf serta bersedia
memberikan kompensasi berupa biaya pengobatan atau bantuan lain yang dibutuhkan
korban. Pendekatan ini terbukti lebih solutif, karena memberikan keadilan bagi korban dan
melegakan pelaku tanpa harus melalui proses sidang yang panjang dan rumit.

Reksodiputro, (2006) menegaskan bahwa profesionalisme aparat kepolisian terletak
pada kemampuan mereka bertindak otonom, netral, dan independen dalam penegakan
hukum. Oleh karena itu, penyidik harus mampu menilai secara objektif siapa pelaku dan
siapa korban dalam suatu kecelakaan, serta mendorong penyelesaian damai jika
memungkinkan. Diskresi ini memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf | Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
yang memberi kewenangan kepada polisi untuk mengambil tindakan lain yang bertanggung
jawab secara hukum.

Di wilayah hukum Polres Mojokerto, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-
anak dan remaja menunjukkan angka yang cukup tinggi. Kelompok usia paling dominan
dalam keterlibatan kasus ini adalah anak-anak usia 9—12 tahun sebanyak 637 orang, diikuti

oleh kelompok usia 13-18 tahun dengan jumlah 616 orang. Rentang usia ini merupakan usia

Doi: 10.53363/bureau.v5i3.836 3798




Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol.5 No.3 September - Desember 2025

sekolah, yang sebagian besar berasal dari jenjang SLTA (1.532 siswa), SLTP (435 siswa), dan
SD (285 siswa). Tingginya angka ini menunjukkan bahwa anak-anak sekolah menjadi
kelompok yang rentan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas (Anjarani, 2020). Sedangkan
pada tahun 2017 tercatat sebanyak 322 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan total
kerugian materiil sebesar Rp903.900.000,00 (sembilan ratus tiga juta sembilan ratus ribu
rupiah). Hal yang menarik dari data tersebut adalah bahwa hanya satu kasus yang berlanjut
hingga ke proses persidangan di pengadilan. Fenomena serupa juga terjadi pada tahun
2018, di mana dari total 370 insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi, tidak satu pun yang
diproses hingga ke tahap pengadilan (Zulkarnaen, 2020).

Secara yuridis, anak yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas dapat dikenai sanksi
pidana. Namun, dalam implementasi hukum di Indonesia, pendekatan yang lebih manusiawi
digunakan melalui penerapan sistem diversi. Diversi merupakan bentuk penyelesaian
perkara di luar jalur formal peradilan pidana, yang bertujuan menjaga kondisi psikologis
anak serta mendukung pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Fakta
menunjukkan bahwa sistem pemidanaan formal tidak efektif dalam memberikan efek jera
kepada anak, dan justru menghambat masa depan mereka (Eviningrum, 2020).

Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti penyuluhan hukum di
sekolah, forum diskusi warga, kegiatan pembinaan masyarakat, dan pelatihan aparatur
desa. Tujuan utamanya adalah membentuk kesadaran hukum yang kolektif bahwa tidak
semua pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan melalui jalur
pengadilan, melainkan dapat dialihkan ke jalur non-litigatif yang lebih manusiawi melalui
diversi. Melalui kegiatan ini, masyarakat juga diberi pemahaman mengenai posisi anak
sebagai subjek hukum yang dilindungi, bukan sekadar pelaku tindak pidana, sehingga stigma
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikikis secara perlahan (Anjarani,
2020)

Polres Mojokerto juga menjalin komunikasi strategis dengan tokoh agama, tokoh
masyarakat, dan organisasi kepemudaan agar proses sosialisasi memiliki resonansi sosial
yang lebih kuat. Dalam beberapa kesempatan, aparat kepolisian bahkan memfasilitasi forum
musyawarah antara pelaku dan korban dengan menghadirkan mediator dari kalangan tokoh
masyarakat yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Ini merupakan strategi penting dalam

membangun legitimasi sosial atas hasil penyelesaian damai di luar pengadilan.
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Upaya ini juga sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Undang- Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam Pasal 6
hingga Pasal 15 yang mengatur kewajiban aparat penegak hukum untuk mengupayakan
diversi pada setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Dalam
konteks ini, sosialisasi bukan hanya bersifat edukatif, tetapi juga merupakan bagian dari
upaya preventif dan promotif untuk mendorong perubahan cara pandang masyarakat
terhadap sistem peradilan anak dan pendekatan yang lebih adil serta partisipatif.

Hasil interview dengan brigadir Oktino diperoleh keterangan bahwa dalam
penerapan sistem peradilan pidana anak, mediasi antara pelaku anak dan korban
merupakan tahapan krusial dalam pelaksanaan diversi, karena menjadi wadah untuk
membangun kesepahaman dan kesepakatan bersama yang dilandasi semangat keadilan dan
pemulihan. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek
psikologis, sosial, dan moral dari para pihak yang terlibat. Mediasi dalam konteks ini bukan
sekadar mencari penyelesaian konflik, melainkan bertujuan menciptakan dialog yang
manusiawi dan bermartabat, yang memungkinkan anak menyadari konsekuensi
perbuatannya dan korban memperoleh keadilan tanpa harus melalui proses litigasi yang
panjang dan formal (Shalasa, Subekti, Suyono, & Prawesthi, 2023).

Dalam praktik di Polres Mojokerto Kota, komunikasi antarpenegak hukum dibangun
melalui berbagai mekanisme, seperti rapat koordinasi, gelar perkara bersama, dan forum
diskusi teknis antarinstansi yang melibatkan unsur penyidik dari kepolisian, jaksa dari
kejaksaan, serta hakim dari pengadilan. Dialog semacam ini dimaksudkan untuk
mengklarifikasi ketentuan hukum, menyepakati kriteria teknis penerapan diversi, serta
menetapkan batasan tanggung jawab masing-masing institusi dalam mendampingi proses
diversi. Selain itu, balai pemasyarakatan (BAPAS) dan pembimbing kemasyarakatan juga
turut dilibatkan untuk memberikan asesmen terhadap kondisi anak dan lingkungan
sosialnya sebagai bahan pertimbangan utama dalam proses diversi.

Efektivitas komunikasi tidak hanya bergantung pada intensitasnya, tetapi juga pada
kualitas substansi dan kejelasan wewenang yang dibahas. Masalah yang kerap timbul adalah
ketika satu pihak merasa lebih dominan atau tidak ingin menyelaraskan prosedur dengan
lembaga lain. Hal ini dapat menimbulkan kebuntuan yang berdampak pada tertundanya

penanganan perkara atau bahkan dibatalkannya upaya diversi. Oleh sebab itu, komunikasi
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yang dibangun harus bersifat horizontal dan dialogis, bukan instruktif satu arah.
Semua pihak harus menyadari bahwa proses diversi merupakan upaya kolaboratif yang
membutuhkan kesepahaman dan tanggung jawab bersama. Untuk mendukung hal ini,
diperlukan adanya standar operasional prosedur (SOP) terpadu antarinstansi yang bersifat
fleksibel tetapi jelas, guna menghindari multitafsir dan perbedaan prosedur. SOP tersebut
sebaiknya disusun secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari semua institusi
terkait dan diuji melalui simulasi kasus yang realistis. Dengan adanya SOP tersebut,
pelaksanaan diversi diharapkan dapat dilakukan secara lebih konsisten, profesional, dan
sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap anak.

Pada akhirnya, komunikasi dan koordinasi bukan hanya bersifat administratif, tetapi
menjadi fondasi dari keberhasilan sistem keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana
anak. Melalui sinergi antarpenegak hukum, keadilan yang substantif, cepat, dan berorientasi
pada pemulihan dapat diwujudkan secara optimal.

Secara keseluruhan, penerapan diversi di Mojokerto merupakan wujud nyata dari
pendekatan hukum vyang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan
menghindarkan anak dari proses hukum yang formal, diversi bertujuan untuk mencegah
stigmatisasi, mengembangkan tanggung jawab pribadi, dan mendorong rehabilitasi anak
melalui intervensi sosial yang tepat. Program ini juga sejalan dengan Pasal 1 angka 7 dan
Pasal 6-15 UU SPPA, yang mewajibkan aparat hukum untuk mengupayakan penyelesaian
nonlitigasi terhadap perkara pidana anak (UU No. 11 Tahun 2012).

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Polres Mojokerto telah menerapkan strategi
penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi sebagai bentuk konkret implementasi
prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana anak. Strategi
ini merepresentasikan suatu pendekatan alternatif yang menempatkan penyelesaian
perkara tidak semata-mata bergantung pada proses hukum formal yang cenderung represif
dan bersifat menghukum, melainkan lebih mengedepankan musyawarah mufakat,
pemulihan hubungan sosial, serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.
Pendekatan ini selaras dengan prinsip dasar yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), di mana diversi wajib
dilaksanakan pada setiap tahap proses peradilan, baik pada saat penyidikan, penuntutan,

maupun pemeriksaan di pengadilan, asalkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di
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bawah umur diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan
pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA).

Penerapan diversi oleh Polres Mojokerto tidak hanya merupakan wujud pelaksanaan
kewajiban yuridis, tetapi juga mencerminkan paradigma baru dalam penanganan anak yang
berhadapan dengan hukum. Diversi menjadi jembatan bagi pelaku anak, korban, dan
masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan konflik hukum secara bermartabat tanpa
harus menempuh proses pengadilan yang panjang, mahal, dan potensial merusak masa
depan anak. Pendekatan ini juga memberikan ruang kepada pelaku anak untuk bertanggung
jawab secara moral, menunjukkan penyesalan, serta memperbaiki kesalahan melalui dialog
dan mediasi yang melibatkan seluruh pihak terkait. Dalam konteks ini, diversi bukan hanya
prosedur hukum, melainkan juga alat untuk membentuk kembali kesadaran sosial,
memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, serta menciptakan harmoni di tengah masyarakat. Hal
ini sejalan dengan tujuan utama dari keadilan restoratif adalah memperbaiki akibat dari
tindak pidana tanpa mengabaikan hak-hak korban sebagai pihak yang dirugikan, melalui
proses konsiliasi dan rekonsiliasi antara pelaku tindak pidana, korban, serta masyarakat
(Soekorini & Hartoyo, 2022)

2. Tantangan Aparat Penegak Hukum Dalam Menerapkan Restorative Justice Pada

Kasus Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Melibatkan Anak

Dalam praktik pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang
melibatkan anak sebagai pelaku, pendekatan diversi di Kabupaten Mojokerto menghadapi
sejumlah hambatan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah minimnya
pemahaman masyarakat terhadap konsep diversi itu sendiri. Sebagian besar masyarakat
masih memiliki pandangan bahwa setiap pelaku tindak pidana, termasuk anak-anak, harus
diproses melalui jalur peradilan formal hingga ke pengadilan. Persepsi ini juga memengaruhi
sikap keluarga korban dan keluarga anak yang terlibat, yang umumnya belum memahami
bahwa diversi merupakan mekanisme hukum sah dalam sistem peradilan anak, yang
bertujuan utama untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (Anjarani, 2020).

Kendala berikutnya adalah gagalnya proses musyawarah diversi karena tidak
tercapainya kesepakatan antara pihak anak dan korban. Dalam beberapa kasus, proses

dialog yang dilakukan dalam ruang diversi sering kali berlangsung tidak kondusif akibat

Doi: 10.53363/bureau.v5i3.836 3802




Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol.5 No.3 September - Desember 2025

munculnya ketegangan emosional. Benturan kepentingan, perasaan belum puas, atau
tuntutan ganti rugi dari korban yang dinilai terlalu berat bagi pihak anak sering kali menjadi
alasan utama gagalnya kesepakatan. Ketidakseimbangan dalam harapan dan ketidaksiapan
untuk berkompromi menyebabkan proses diversi berakhir tanpa hasil. Kegagalan ini juga
memperlihatkan bahwa sistem mediasi belum sepenuhnya berjalan efektif dalam meredam
konflik dan menjembatani kebutuhan kedua belah pihak (Anjarani, 2020).

Kendala lain muncul dari perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat terkait
diskresi. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa kecelakaan lalu lintas hanyalah
musibah yang tidak disengaja, sehingga setelah menerima kompensasi dari Asuransi Jasa
Raharja, mereka cenderung terburu-buru ingin menyelesaikan urusan hukum, termasuk
segera mengambil kembali kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Sikap ini membuat
proses penyidikan yang mengarah ke penerapan diskresi menjadi terhambat. Selain itu,
muncul pula asumsi keliru bahwa korban luka-luka dalam kecelakaan secara otomatis
berada di posisi yang benar, padahal dalam proses hukum, semua harus dibuktikan melalui
penyelidikan mendalam, termasuk menelusuri unsur kelalaian dari kedua belah pihak
(Yunita, Ramadhan, & Isnaini, 2023).

Salah satu fase krusial yang sering memunculkan hambatan adalah saat proses
mediasi antara pelaku dan korban dilakukan. Ketegangan emosional kerap membuat
suasana musyawarah tidak kondusif. Tidak jarang terjadi pertengkaran atau adu
argumentasi yang menyebabkan keluarga korban enggan menyepakati perdamaian melalui
diskresi. Bahkan dalam beberapa kasus, korban mengajukan syarat-syarat yang dianggap
terlalu berat dan tidak sanggup dipenuhi oleh pelaku, sementara korban tetap menolak
melakukan kompromi. Kondisi ini membuat upaya penyelesaian secara damai gagal
dilakukan, sehingga proses hukum formal harus tetap dijalankan (Kania, Rahmannillah, &
Anggarainiko, 2024).

Di sisi lain, tidak semua perkara kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui
pendekatan diskresi. Dalam kasus-kasus berat seperti kecelakaan yang menimbulkan korban
jiwa atau perkara yang menyita perhatian besar public penyidik tidak memiliki ruang diskresi
yang cukup untuk menyelesaikannya secara damai. Dalam kasus semacam itu, proses
hukum tetap berjalan dan berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan guna

mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap.
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Tantangan utama dalam penerapan keadilan restoratif oleh penyidik di Polres
Mojokerto tidak hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga menyangkut kerangka regulatif
yang belum sepenuhnya memadai. Diskresi penyidik yang selama ini hanya didasarkan pada
Surat Edaran Kapolri seperti SE Kapolri No. SE/8/VI1/2018 dan SE Kapolri No. SE/7/VII/2018,
pada hakikatnya hanya bersifat administratif dan internal, sehingga belum memiliki
kekuatan hukum yang mengikat secara mutlak (binding force). Hal ini menyebabkan
munculnya keraguan dan multitafsir dalam pelaksanaannya, terutama ketika dihadapkan
pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Sebagaimana dikemukakan oleh
Nugroho,(2008), dalam kerangka implementasi kebijakan publik, kekosongan atau lemahnya
landasan hukum normatif akan menciptakan celah konflik antar aktor pelaksana kebijakan
dalam hal ini penyidik, jaksa, dan hakim yang masing-masing bisa memiliki pemaknaan
berbeda terhadap ruang lingkup diskresi dan pelaksanaan diversi.

Masalah tersebut diperburuk oleh tingginya ekspektasi masyarakat terhadap
penyelesaian kasus yang cepat, murah, dan tanpa komplikasi prosedural. Harapan tersebut
tidak selaras dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada proses deliberatif,
rekonsiliatif, dan partisipatif, yang tentunya memerlukan waktu dan ruang dialog antar
pihak. Masyarakat sering kali menganggap kecelakaan lalu lintas, terlebih yang dilakukan
oleh anak-anak, sebagai bentuk musibah atau kecelakaan semata, bukan sebagai peristiwa
pidana yang menuntut pertanggungjawaban secara hukum. Akibatnya, pendekatan
restoratif tidak jarang disalahpahami sebagai bentuk pengampunan|| tanpa proses hukum,
padahal pada dasarnya restorative justice tetap merupakan bagian dari sistem hukum
pidana yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),

khususnya pada Pasal 6 sampai Pasal 15 yang mewajibkan dilakukannya diversi pada
perkara anak yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun.

Untuk itu, agar penerapan diskresi dan keadilan restoratif benar-benar efektif dan
sahih secara hukum, dibutuhkan sinergi antarsektor, baik dari kepolisian, kejaksaan,
lembaga peradilan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), hingga tokoh masyarakat. Hal ini penting
untuk menciptakan pemahaman yang seragam terhadap prinsip-prinsip restoratif dan
batasan hukum diskresi yang diperkenankan. Selain itu, negara perlu membentuk regulasi

yang lebih rigid dan normatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat
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menjadi landasan yuridis pasti dalam pelaksanaan keadilan restoratif oleh aparat penegak
hukum.

Dalam jangka panjang, diperlukan pula peningkatan literasi hukum masyarakat, agar
pemahaman tentang pentingnya penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan (bukan
semata pembalasan) dapat tumbuh dan berkembang sebagai budaya hukum baru di tengah
masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan tidak hanya keadilan substantif yang
dicapai, tetapi juga perlindungan terhadap masa depan anak sebagai subjek hukum yang

masih dalam proses tumbuh dan berkembang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan restorative justice dalam
penanganan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah
hukum Polres Mojokerto, dapat disimpulkan bahwa pendekatan diversi ditempuh dalam
bentuk restorative justice telah menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan kasus-kasus
kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak
anak, menghindarkan mereka dari proses pemidanaan formal, serta memberikan ruang
untuk pemulihan hubungan sosial melalui mediasi antara pelaku dan korban. Temuan
menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti
tingkat pemahaman masyarakat, kesediaan korban untuk berdamai, dukungan keluarga,
serta koordinasi antar aparat penegak hukum.

Pelaksanaan restorative justice juga menghadapi sejumlah kendala, seperti
rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep restorative justice, perbedaan tafsir
pasal antar aparat penegak hukum, dan kegagalan mencapai kesepakatan mediasi antara
pihak-pihak yang terlibat. Meskipun demikian, diskresi kepolisian yang dilakukan secara
profesional, terukur, dan mengacu pada asas proporsionalitas telah mampu menjadi solusi
alternatif penyelesaian hukum yang adil dan bermanfaat bagi anak dan korban.

Berdasarkan temuan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat dan perbedaan
tafsir antar aparat menjadi kendala utama, maka penelitian ini menyarankan perlunya
program sosialisasi terpadu tentang restorative justice. Sosialisasi ini dapat melibatkan

kepolisian, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan media massa untuk meningkatkan
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pemahaman masyarakat, korban, dan pelaku tentang nilai-nilai keadilan restoratif. Dengan
demikian, penerapan diversi pada kasus lalu lintas dengan pelaku anak dapat berjalan lebih
efektif dan mengurangi resistensi dari pihak yang terlibat.

Adanya perbedaan tafsir pasal dan keterbatasan koordinasi antar aparat masih
menjadi hambatan, maka perlu adanya penyusunan pedoman teknis yang seragam di
tingkat kepolisian terkait penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana lalu lintas
yang melibatkan anak. Penelitian ini menyarankan agar dilakukan pelatihan rutin,
penyusunan SOP yang jelas, serta pembentukan forum koordinasi lintas sektor (kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, Bapas) sehingga diskresi kepolisian dapat dijalankan secara
konsisten, proporsional, dan akuntabel.
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